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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi 

sudah sepatutnya dalam praktik kenegaraan kekuasaan tertinggi ada di tangan 

rakyat. Demokrasi berdiri berdasarkan prinsip persamaan, yaitu bahwa setiap warga 

negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan didalam pemerintahan, karena itu 

setiap warga negara sejatinya memiliki kekuasaan yang sama untuk memerintah 

(Sarbaini, 2015, hlm. 105).  

Sejatinya partisipasi politik di negara demokrasi merupakan hal yang wajib 

diikuti oleh seluruh warga negara, sebab dengan keterlibatan warga negara dalam 

kegiatan politik dapat menentukan kebijakan pemerintahan. Partisipasi aktif yang 

dilakukan oleh warga negara untuk ikut serta dalam kegiatan politik mencerminkan 

bahwa warga negara tersebut mematuhi peraturan perundang-undangan sesuai hak 

dan kewajibannya.  

Keterlibatan atau partisipasi warga negara adalah hal mendasar dalam 

demokrasi, karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan 

yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh 

proses dalam membuat ketetapan itu sendiri. 

 Seperti yang dikatakan oleh Dahrendorf (dalam Morissan, 2016, hlm.100) 

bahwa setiap orang yang hidup di negara demokratis memiliki hak untuk 

menyatakan pandangan dan sikap mereka terhadap segala hal yang terjadi di ranah 

publik atau hal-hal yang terkait dengan kepentingan mereka agar diketahui 

pemerintah dan selanjutnya pemerintah memberikan respon.  

Sedangkan menurut Darmawan (2008, hlm. 151) bahwa “partisipasi warga 

masyarakat dalam proses kebijakan merupakan cara efektif untuk mencapai pola 

hubungan antara pemerintah dan rakyat. Di negara-negara demokrasi, partisipasi 

warga dalam proses kebijakan merupakan hal yang lazim”. Dengan demikian warga 
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negara memiliki pandangan dan sikap untuk menentukan kebijakan yang berpihak 

pada rakyat dengan cara ikut serta dalam berbagai kegiatan politik seperti pemilu. 

Dalam penyelenggaraan pesta demokrasi diperlukan adanya organisasi 

ataupun lembaga yang mengakomodir di setiap kegiatannya. Lembaga yang 

memiliki tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan pesta 

demokrasi di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Undang-

Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Komisi Pemilhan Umum 

merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan 

mandiri. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai institusi atau lembaga politik 

memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi calon pemilih. Terlepas dari tugas 

dan wewenang nya partisipasi calon pemilih merupakan hal penting dalam 

penyelenggaraan pesta demokrasi. Oleh sebab itu peran Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) dalam mengajak calon pemilih agar ikut partisipasi politik tidak boleh 

diabaikan. Secara khusus tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum mencakup 

pertama, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh tahapan pemilu. 

Kedua, menentukan partai politik dan para calon memenuhi syarat untuk mengikuti 

pemilu. Ketiga, menentukan batas-batas daerah pemilihan. Keempat, menetapkan 

alokasi kursi dalam daerah pemilihan. Kelima, mengesahkan dan mengumumkan 

hasil pemilu.  

Secara umum tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibagi 

menjadi enam, pertama, menyusun peraturan pelaksanan, tata kerja dan standarisasi 

logistik pemilu. Kedua, membuat perencanaan dan jadwal pemilu. Ketiga, 

melaksanakan tahap-tahap pemilu. Keempat, menetapkan setiap peraturan pemilu. 

Kelima, menangani pelanggaran peraturan pemilu dan kode etik. Keenam, 

menindak petugas pemilu yang melanggar kode etik.  

Masyarakat pada umumnya telah mampu mengikuti proses pemilu, namun 

pemilu di Indonesia masih banyak menghadapi kendala-kendala dalam 

pelaksanaannya. Pemilu menjadi indikator dalam menentukan sebuah negara 

apakah demokratis atau tidak, karena pemilu merupakan momentum bagi 



3 
 

Ridwan Abdulah, 2019 
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK CALON PEMILIH 

DI KOTA BANDUNG 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah negara. Momentum ini 

merupakan tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Munir (2016) bahwa dalam 

menarik partisipasi masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep 

memiliki strategi dengan melibatkan kelompok strategis, seperti PPK (Panitia 

Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), tokoh masyarakat, 

organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa, tokoh agama. KPU bersama 

kelompok strategis tersebut bekerja sama mensosialisasikan pemilihan kepala 

daerah dengan beberapa metode sosialisasi antara lain: tatap muka, media massa, 

media sosial, mobilisasi serta bentuk lain yang memudahkan masyarakat dalam 

memperoleh informasi pemilihan dengan baik. Disisi lain dalam upaya 

meningkatkan partisipasi politik masyarakat, KPU menemui beberapa kendala 

antara lain: minimnya tenaga sosialisasi, tidak terakomodirnya suara pemilik suara 

yang merantau, serta adanya kekecewaan terhadap hasil pemilihan sebelumnya. Hal 

ini menunjukkan bahwa KPU perlu kerja keras dalam kinerja nya agar masyarakat 

ikut andil dalam proses pemilu. 

Menurut data Komisi Pemilihan Umum kota Bandung pada tahun 2018 

jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Bandung adalah 1.659.017 pemilih. 

Banyaknya jumlah pemilih di kota Bandung memerlukan kerja keras anggota 

Komisi Pemilihan Umum agar masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pemilu. 

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) wali kota Bandung tahun 2013 masyarakat Kota 

Bandung yang berpartisipasi hanya diatas 60% (Tribunnews, 2018).  

Hal ini menunjukkan bahwasannya masyarakat kota Bandung belum sadar 

akan pentingnya ikut andil dalam kegiatan politik. Namun pada pelaksanaan 

pemilihan umum wali Kota Bandung pada tahun 2018 tingkat partisipasi 

masyarakat mengalami peningkatan yakni menembus lebih dari angka 70% 

(Tribunnews, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun 5 tahun Komisi 

Pemilihan Umum dapat meningkatkan angka partisipasi politik untuk calon pemilih 

di kota Bandung. 

Usaha meningkatkan partisipasi politik untuk calon pemilih dalam kontestasi 

pemilu ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yakni mampu 
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menciptakan warga negara yang baik. Dalam hal ini seorang warga negara yang 

baik sudah seharusnya ikut andil dalam kegiatan politik melalui menggunakan hak 

pilihnya pada saat pemilu. 

Penelitian ini memang bukan penelitian pertama mengenai partsipasi politik 

calon pemilih, namun dalam penelitian ini mempunyai kemenarikan atau 

pembaharuan dari penelitian terdahulu, diantaranya: 1) fokus penelitian ini 

mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik 

2) fokus penelitian ini dilakukan di kota Bandung yang bersifat aktual dan 3) 

menguatkan perguruan tinggi sebagai centre of knowledge dalam memahami 

fenomena politik secara akademis. 

Berkaitan dengan hal tersebut kinerja Komisi Pemilihan umum dalam 

meningkatkan partisipasi politik untuk calon pemilih di kota Bandung perlu 

ditingkatkan agar seluruh masyarakat dapat memenuhi hak nya dalam kegiatan 

politik terutama dalam pemilu. Dari uraian latar belakang diatas peneliti tertarik 

untuk meneliti tentang “Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan 

Partisipasi Politik Calon Pemilih di Kota Bandung” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah teruraikan pada latar belakang 

penelitian, penulis membuat rumusan masalah penelitian supaya terarah dan sesuai 

dengan permasalahan-permasalahan yang disinggung dalam latar belakang 

penelitian. Adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola partisipasi politik calon pemilih di kota Bandung? 

2. Bagaimana strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam 

meningkatkan partisipasi politik calon pemilih di kota Bandung? 

3. Apa saja hambatan yang dialami Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan 

partisipasi politik calon pemilih di kota Bandung? 

4. Bagaimana upaya dan solusi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan 

partisipasi politik calon pemilih di kota Bandung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 



5 
 

Ridwan Abdulah, 2019 
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK CALON PEMILIH 

DI KOTA BANDUNG 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, penulis 

melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui: 

a. Pola partisipasi politik calon pemilih di kota Bandung. 

b. Strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan 

partisipasi politik calon pemilih di kota Bandung. 

c. Hambatan yang dialami Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan 

partisipasi politik calon pemilih di kota Bandung. 

d. Upaya dan solusi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi 

politik calon pemilih di kota Bandung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai manfaat terhadap perkembangan ilmu politik, 

khususnya mengenai partisipasi politik baik bersifat teoritis maupun praktis. 

Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:  

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

a. Diketahuinya pola partisipasi politik calon pemilih di kota Bandung.  

b. Diketahuinya strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam 

meningkatkan partisipasi politik calon pemilih di kota Bandung. 

c. Hambatan yang dialami Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan 

partisipasi politik calon pemilih di kota Bandung. 

d. Upaya dan solusi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan 

partisipasi politik calon pemilih di kota Bandung. 

1.4.2 Kegunaan Praktis 

a. Memberikan gambaran kepada calon pemilih mengenai bagaimana peran 

Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik. 

b. Memberikan pandangan kepada calon pemilih mengenai pentingnya 

melaksanakan hak dan kewajiban politiknya. 

c. Memberikan pemahaman kepada calon pemilih terhadap pentingnya 

partisipasi politik. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 
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Struktur organisasi dalam penelitian ini berisi rincian urutan penulisan dari 

setiap bab dan bagian bab, dapat dijabarkan sebagai berikut. 

Bab I pendahuluan, pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi skripsi yang merupakan sistematika penyusunan skripsi. 

Bab II tinjauan pustaka, pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, 

konsep, teori, pendapat para ahli dan kerangka pikir yang berkaitan dan mendukung 

dengan penelitian ini. 

Bab III metode penelitian, pada bab ini berisi tentang rincian mengenai lokasi 

dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data 

dan tahapan penelitian. 

Bab IV temuan dan pembahasan, pada bab ini berisi tentang hasil temuan 

peneliti dilapangan penelitian dan pembahasan serta analisis hasil temuan 

penelitian. 

Bab V simpulan, impilikasi dan rekomendasi, pada bab ini  berisi tentang 

simpulan dari keseluruhan proses kegiatan penelitian beserta implikasi dan 

rekomendasinya dari peneliti kepada pihak-pihak terkait. 

Daftar Pustaka, berisikan sumber-sumber yang dijadikan acuan atau pedoman 

dalam penelitian untuk kemudian dibahas dan disesuaikan dengan hasil temuan. 

Lampiran-Lampiran, berisikan hal-hal yang berkenaan dan mendukung 

terlaksananya penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta kegiatan-kegaitan yang 

dilakukan peneliti dalam peneltian dilapangan. 


